Menimbang

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44 /764 /KPTS/2017
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan menetapkan PPID;

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Bagan Struktur PLID
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi
Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera  Utara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
Nomor 1);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 4) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan  Gubernur Nomor
55 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 12);

Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera
Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi
Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri
dari :

a.

b.

C.

pembina adalah Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara;

pengarah selaku Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara;

tim Pertimbangan adalah para pejabat eselon II di Lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara sebagaimana lampiran Keputusan
Gubernur Sumatera Utara ini;

.PPID Utama adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Utara;

. PPID Pembantu adalah para Sekretaris SKPD dan/atau sebutan

lain sebagaimana lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara
ini;

bidang Pendukung Sekretariat PLID; Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi; Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi; dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
sebagaimana Lampiran Keputusan Gubernur ini.



KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada vth. :

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan;

1
2.
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4
5) Yang bersangkutan.

Pembina Utdma Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/764/KPTS/2017
TANGGAL 28 Desember 2017

BAGAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMBINA

Gubernur Sumatera Utara
Wakil Gubernur Sumatera Utara

PENGARAH

Sekretaris Daerah Provsu
Selaku Atasan PPID

| 1
l

PPID Utama

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provsu

Tim Pertimbangan

PPID Pembantu
Bidang Bidang Bidang Bidang
Pendukung Sekretariat Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Fasilitasi Sengketa
PLID Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Informasi
I I T E |

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI
esfiai Dangan Aslinya
:t'!'

AN
Pembina Utama Muda (Iv/c)
NIP. 19590227 198003 1 004



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44 /764 /KPTS /2017
TANGGAL 28 Desember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pembina

B. Pengarah / Atasan
PPID
C. Tim Pertimbangan

PROVINSI SUMATERA UTARA

Gubernur Sumatera Utara
Wakil Gubernur Sumatera Utara

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

1. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan
Pemerintahan;

2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan,
Pembangunan, Aset dan SDA;

3. Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan,

Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat;

Asisten Administrasi Pemerintahan;

Asisten Adminitrasi Perekonomian, Pembangunan

dan Kesejahteraan;

Asisten Administrasi Umum dan Aset;

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara;

. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

10 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

11.Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Utara;

12.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

13.Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara;

14 Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;

15.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera
Utara;

16.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;

17 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara;

18.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;

19.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Utara;

20.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara;

21.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Utara;

22 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera
Utara;

23.Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Provinsi Sumatera Utara;

24 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Utara;

25.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sumatera Utara;

26.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Sumatera Utara;

27 Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi
Sumatera Utara;
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D. PPID UTAMA

28.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Utara;

29.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

30.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Utara;

31.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Utara;

32.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;

33.Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulura
Provinsi Sumatera Utara;

34.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sumatera Utara;

35.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara;

36.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Utara;

37.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Utara;

38.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara;

39.Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

40.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

41.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara;

42 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Utara;

43.Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara,;

44 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara;

45.Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

46.Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara;

47 Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

48.Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

49 Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

50.Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara;

51.Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

52.Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi
Sumatera Utara

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara



E. PPID PEMBANTU

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17

18.

19:

20.

21

22

23.

24,

235.

26.

27

. Kepala Bagian Layanan Media dan Informasi

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Utara;

. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera

Utara;
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Utara;
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara;

. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Provinsi Sumatera Utara;

. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara,;

. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera

Utara;

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara,;

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sumatera
Utara;

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera
Utara;

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Utara;

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi
Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Utara,;

Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara;

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Utara;



F. Bidang Pendukung
Sekretariat PLID

G. Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi
Informasi

H. Bidang Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

39.

36.
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38.

39.

Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
Utara;

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulura
Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sumatera Utara;

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Utara;

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Utara;

Petugas Informasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Utara;

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara;

Kepala Seksi Informasi Publik Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;

Kepala Seksi Pengolahan Data Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Utara,;

Petugas Informasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara;

Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Utara;

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Utara;

Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Utara;

Petugas Informasi.



I. Bidang Fasilitasi
Sengketa Informasi

Pembina Ntapla Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Keterbukaan Informasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Utara;

Petugas Informasi.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

TENGKU ERRY NURADI
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